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BAB Il
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Bahwa konsekuensi ditetapkanya DIY sebagai kawasan berbudaya HKI,
Pemerintah DIY harus membersinkan DIY dari pelanggaran HKI
khususnya pada penjualan VCD/DVD bajakan di kawasan Jalan Mataram.
Aparat pemerintah DIY dapat melakukan upaya dengan tahapan :

a. Melakukan sosialisasi dan pemberdayaan dengan target waktu,
Pemda DIY mengharuskan para penjual VCD/DVD bajakan di
kawasan Jalan Mataram DIY untuk mengganti barang
dagangannya menjadi barang-barang souvenir atau produk
kerajinan khas DIY.

b. Harus melaksanakan penegakan hukum hak cipta ketika batas
waktu atau tempo untuk melakukan sosialisasi telah terlampaui,
sesuai yang diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

2. Hambatan pemerintah DIY dalam mempertahankan kawasan berbudaya
HKI, bahwa adanya pemikiran dimasyarakat tentang prinsip saling
berbagi, dalam arti lain ciptaan orang lain boleh dengan bebas digunakan
tanpa seizin pemilik hak atau lisensi. Bahwa keharusan akan menghargai
karya cipta orang lain salah satunya melarang adanya penjualan
VCD/DVD bajakan yang diatur dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.
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B. Saran

1. Perlunya kesadaran hukum masyarakat mengenai penjualan VCD/DVD
bajakan merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang dan berkaitan
dengan ditetapkannya DIY sebagai kawasan berbudaya HKI. Aparat
pemerintah DIY dapat menggandeng seluruh elemen masyarakat melalui
ajakan serta himbauan mengenai penjualan VCD/DVD bajakan tersebut
merupakan kegiatan yang dilarang undang-undang, selain itu ditahapan
pendidikan formal perlu ditekankan pemahaman-pemahaman tentang hak-
hak pencipta yang dijamin undang-undang. Disisi lain Pemerintah DIY
dapat bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan ataupun lembaga
swadaya masyarakat untuk melakukan pemantauan akan adanya penjualan
VCD/DVD bajakan serta memberikan sosialisasi terkait hak-hak pencipta
yang dijamin undang-undang.

2. Perlunya ditetapkan waktu maksimal dilakukannya sosialisasi-sosialisasi
serta target yang harus dicapai atas upaya preventif oleh aparat pemerintah
DIY. Misalnya ditetapkan batas waktu maksimal pada tanggal 27 Agustus
2014, apabila batas waktu telah terlampaui namun masih terdapat
penjualan VCD/DVD bajakan di kawasan Jalan Mataram, maka POLDA
DIY dapat bekerja sama dengan penyidik PPNS Kanwil Hukum dan HAM
DIY untuk melakukan tindakan represif penegakan hukum hak cipta sesuai
yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun

2002 tentang Hak Cipta.
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